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1. Sekilas mengenai subsidi energi di Indonesia

Sebagaimana dilakukan di berbagai negara, selama puluhan tahun pemerintah Indonesia
menerapkan kebijakan subsidi guna mencapai sejumlah sasaran sosial dan ekonomi. Kebijakan
ini kerap ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta
pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, seiring semakin tingginya kebutuhan
lain yang harus diurus oleh pemerintah, menentukan alokasi sumber daya keuangan publik
menjadi salah satu tugas pemerintah yang paling penting dan sulit.

Masyarakat memiliki andil besar atas kebijakan-kebijakan subsidi. Sayangnya, masih sedikit
perdebatan publik yang berkembang mengenai hal-hal apa saja yang dapat disubsidi. Sebagian
masalah ini disebabkan oleh informasi yang tidak terbuka: dalam banyak kasus, informasi
mengenai subsidi seringkali tersembunyi dan amat sulit untuk dilacak. Di sisi lain, masalah ini juga
seolah tenggelam oleh kesibukan masyarakat mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga
mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi setiap kegiatan pemerintah.

Bagaimanapun juga, jika subsidi memang dapat menghasilkan manfaat nyata, maka seharusnya
dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap pengeluaran pemerintah - suatu tugas
yang sebagian besar harus dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan jurnalis, yang
menjadi sasaran utama panduan ini.

Pada bagian selanjutnya, panduan ini akan menjabarkan informasi terbaik yang dapat
dikumpulkan terkait biaya dan manfaat penerapan subsidi energi. Lalu, mengapa memberikan
perhatian terhadap subsidi energi? Pertama, subsidi bahan bakar dan listrik menyerap dana yang
sangat hesar dari masyarakat Indonesia. Pemerintah bahkan menghabiskan lebih banyak dana
untuk subsidi bahan bakar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur
publik (lihat Kotak 1). Kedua, subsidi memiliki dampak hesar terhadap kesetaraan sosial,
pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang merupakan tiga pilar utama
pembangunan berkelanjutan.

Bagian pertama dari panduan ini mengulas bagaimana cara berbagai jenis energi disubsidi di
Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai dampak subsidi-subsidi tersebut terhadap berbagai
aspek pembangunan berkelanjutan. Bagian ketiga membahas mengenai proses reformasi subsidi
energi, menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia di masa lalu, serta
menjabarkan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman negara-negara lain.
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Kotak 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 mengalokasikan sebesar
Rp202 Triliun, atau US$22 miliar, untuk subdisi bahan bakar dan listrik. Jumlah ini lebih tinggi
daripada anggaran untuk pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial secara
keseluruhan. Anggaran yang direncanakan untuk 2013 memperkirakan bahwa anggaran untuk
subsidi energi akan membengkak mencapai Rp275 Triliun (US$20 miliar), atau 24 persen dari total
pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1» Pengeluaran pemerintah pusat dan subsidi, 2006-2013
(dalam triliun rupiah)

Belanja pemerintah
pusat 440 884 10710 1139

Total subsidi 107 150 275 138 193 29 #5306
* Subsidi energi % mw 23 % M0 2% 205

- Subsidi bahan
bakar minyak 64 84 45 82 165

— Subsidi listrik 30 3 50 53 90
Belanja modal 5% 64 6 80 118

Pengeluaran
Pemerintah pusat
untuk beberapa sektor

Pertahanan
Pendidikan
Kesehatan 16
Perlindungan sosial 3
Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.a.), Kementerian Keuangan (n.d.b.), Kementerian Keuangan (n.d.c.).
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1.1 Apa yang dimaksud dengan subsidi energi?

Umumnya, subsidi energi dapat didefinisikan sebagai “berbagai bentuk tindakan pemerintah yang
bertujuan menurunkan biaya produksi energi, meningkatkan pendapatan produsen energi atau
mengurangi hiaya yang dibayar oleh konsumen energi” (IEA et al., 2010). Subsidi energi dibagi
menjadi dua kategori: subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, yang
disebut sebagai subsidi konsumen, dan subsidi yang bertujuan mendukung produksi domestik, atau
subsidi produsen (Burniaux et al., 2009, dalam Ellis, 2010).

Dalam pelaksanaannya, subsidi energi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. OECD/IEA & UNEP
(2002) dan UNEP (2008) mengidentifikasi berbagai mekanisme umum yang biasa digunakan banyak
pemerintah untuk mendukung produksi dan konsumsi energi, termasuk:

+ Pemberian dana langsung: pemberian uang tunai kepada konsumen, produsen, bunga
rendah atau hutang preferensial, dan jaminan hutang pemerintah;

« Perlakuan pajak secara khusus: kredit pajak, potongan pajak, pembebasan royalti, bea cukai
atau tarif, pengurangan pajak, penangguhan pajak, dan percepatan depresiasi untuk
perlengkapan pasokan energi;

+ Hambatan perdagangan: tarif, kuota impor dengan hambatan tarif dan non-tarif;

+ Jasa terkait energi yang diberikan langsung oleh pemerintah dengan biaya yang lebih
murah, seperti infrastruktur energi, penelitian dan pengembangan publik;

+ Pengaturan sektor energi: jaminan permintaan, kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja
tertentu, pengendalian harga, peraturan tentang lingkungan, dan hambatan akses pasar.

1.2 Mengapa subsidi energi?

Para pembuat kebijakan sering membenarkan pemberian subsidi energi dengan alasan hahwa hal
ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjamin keamanan
pasokan energi (IEA et al., 2010). Subsidi memang dapat menjadi kebijakan penting untuk
mempromosikan kesejahteraan sosial dan mengatasi kegagalan sistem pasar. Akan tetapi, ada resiko
yang berhubungan dengan penggunaan subsidi energi. Harga yang direkayasa agar menjadi rendah
dapat berdampak buruk terhadap pelestarian energi, dan pemberian subsidi terhadap bahan bakar
fosil merupakan hambatan untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Selain itu, manfaat
subsidi energi biasanya dinikmati oleh golongan atas, karena merekalah yang biasanya
mengkonsumsi sebagian hesar energi. Dampak-dampak di atas dan dampak lain dari subsidi energi
akan dibahas lebih rinci pada bagian kedua panduan ini.
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1.3 Subsidi energi di Indonesia
1.3.1 Bahan bakar minyak (BBM)

Indonesia menggunakan mekanisme subsidi guna menekan harga eceran bahan bakar sejak 1967
(Dillon et al., 2008). Pada era 1980-an, ketika produksi minyak Indonesia lebih tinggi dibanding saat
ini, subsidi bahan bakar lebih terjangkau, meskipun hal ini banyak menuai kritik karena subsidi
energi menganggu sistem perekonomian secara keseluruhan. Ketika harga minyak dunia meningkat
pada 2005, pemerintah menghabiskan 24 persen dari pengeluaran totalnya untuk subsidi, dan, dari
jumlah tersebut, 90 persennya dihabiskan untuk produk-produk hahan bakar (World Bank, 2007).
(Guna mengurangi pengeluarannya, pemerintah meningkatkan harga minyak tanah, bensin dan
diesel di dalam negeri dua kali dalam kurun enam bulan pada 2005. Peningkatan harga pertama kali
dilakukan pada Maret sebesar 29 persen (untuk harga bahan bakar), sementara yang kedua pada
Oktober sebesar 114 persen (World Bank, 2007).

Produksi minyak mentah Indonesia menurun sejak 1998 seiring menuanya umur sumur-sumur
minyak terbesar di Indonesia. Pada 2004 Indonesia menjadi net importir minyak dan tidak lama
setelah itu pemerintah menangguhkan keanggotaannya di Organisasi Negara-Negara Pengekspor
Minyak (OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries) (EIA, 2011). Pada 2011, badan
pengatur minyak dan gas bumi sektor hulu, BP Migas, memperkirakan cadangan minyak potensial
dan terbukti hanya akan bertahan sampai 12 tahun, sedangkan untuk gas alam hanya bertahan
sampai 46 tahun (BP Migas, 2011).

Diagram 1» Pebandingan cadangan minyak dengan sejumlah negera
Indonesia, USA, Canada, Mesir, Australia,
Ekuador, Inggris, Norwegia
Cina, Nigeria, Aljazair, Kolombia, Oman, India,
Qatar, Angola, Rumania, Yaman, dan Brunei
Saudi Arabia, Rusia, Iran, Venezuela,
Meksiko, Libya, Brasil, Azerbaijan, dan Trinidad

10-15 Tahun 50 Tahun 100 Tahun
Sumber: Harun (201).
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Pada saat bersamaan, konsumsi minyak Indonesia telah meningkat secara bertahap (lihat Diagram
2). Perubahan status dari pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak, dan perbedaan yang
semakin melebar antara tingkat produksi dan konsumsi, telah membuat subsidi bahan bakar
menjadi behan yang serius dalam anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir.

Diagram 2 » Tingkat produksi dan konsumsi minyak Indonesia, 1980-2010

1.800

@ Produksi @ Konsumsi

1.600

1.400

1.200

1.000

Ribu barel per hari

200

S 22222222 e 222 33 RS IS IS8R

Sumber: Index Mundi (n.d.a), Index Mundi (n.c.b).
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Besin “Premium” Dan diesel “Solar”

Pemerintah Indonesia menyubsidi dua dari empat bahan bakar utama di sektor transportasi
Indonesia. Harga bahan bakar jenis Premium dan Solar dipatok di bawah harga pasar oleh
pemerintah dan hanya berubah sesekali saja tanpa jangka waktu yang teratur. Premium dan Solar
didistribusikan oleh Perusahaan Minyak Nasional (Pertamina), sedangkan bahan bakar dengan kadar
oktan yang lebih tinggi, yakni Pertamax dan Pertamax Plus (atau produk yang setara), disediakan
oleh Pertamina dan beberapa perusahaan multinasional dengan harga yang disesuaikan secara
berkala dengan perkembangan harga minyak internasional (sebagai contoh, Pertamina biasanya
memperbarui harga Pertamax dua kali dalam tiap bulan). Saat ini, Pemerintah tidak lagi mensubsidi
bahan bakar untuk sektor industri.

Tabel 2 » Harga produk-produk BBM di Indonesia

Pertamax Plus RON 95 Rp9.550 Maret 2012 (tidak dipublikasikan)

Pertamax RON 92 Rp9.200 Maret 2012 14 juta kiloliter
Premium RON 88 Rp4.500 2009 25,5 juta kiloliter
Solar (diesel) = Rp4.500 2009 145 juta kiloliter

Sumber: Media Indonesia (2012); Kompas (2012a).

Harga bahan bakar di Indonesia termasuk salah satu yang termurah di dunia. Negara-negara lain
dengan harga yang paling rendah adalah negara-negara pengekspor minyak (lihat Diagram 3). Di
antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia adalah negara dengan harga bahan bakar
bersubsidi yang paling murah. Meskipun Premium adalah bahan bakar yang paling rendah
kualitasnya (RON 88), Premium adalah jenis bahan bakar minyak yang paling banyak dikonsumsi
oleh hanyak masyarakat di Indonesia (lihat Tabel 2).

PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA
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Diagram 3 » Perbandingan harga BBM sejumlah negara

Norwegia I 0
Belanda - ;s
Denmark N
ol 1
Jepang -
Korea Selatan .
Brasil -
Australia -
Singapura T o
India B
Airika Selatan -
(ina - .
Thailand - T
Filipina - .
Indonesia (Pertamax - RON92) NN ::5
Russia B
Malaysia - s
Iran T
Nigeria T
Indonesia (Premium - RON 88)* [N 9
SaudiArabia W ost
Venezuela | 009
50 $3,00 $6,00 §9,00 $12,00
Harga per galon dalam AS$

*Tambahan dari penyusun.
Sumber: Bloomberg (2012).




BAGIAN SATU |

Minyak tanah

Pemerintah Indonesia mengatur harga minyak tanah, dan mempertahankan harga ecerannya di
bawah harga pasar. Di Indonesia, minyak tanah terutama digunakan untuk memasak dan
penerangan. Pada 2006, pemerintah menganggarkan Rp31,5 triliun (US$3,5 miliar) untuk subsidi
minyak tanah, Rp36,5 triliun (US$4 miliar) pada 2007 dan Rp38 triliun (US$3,8 miliar) pada 2008.
Pada 2007, pemerintah memperkenalkan program konversi minyak tanah ke gas, yang telah berhasil
mengurangi subsidi minyak tanah.

Gas elpiji

Menghadapi tekanan fiskal yang disebabkan oleh tingginya subsidi minyak tanah, pemerintah
Indonesia meluncurkan program pengalihan minyak tanah ke elpiji untuk mengurangi subsidi
minyak tanah pada 2007. Program ini menyediakan paket perdana yang terdiri dari tangki elpiji 3 kg,
kompor elpiji dan kelengkapannya (regulator dan selang). Pada awalnya program tersebut
direncanakan dapat menjangkau 42 juta rumah tangga dan perusahaan kecil pada 2012 dan
menggantikan lebih dari 6 juta kiloliter minyak tanah per tahun. Target ini kemudian ditingkatkan
menjadi 48 juta paket perdana.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa total biaya untuk
mendistribusikan 46 juta paket perdana elpiji 3 kg dari 2007 hingga 2011 mencapai Rp14,11 triliun
(US$1,56 miliar). Akan tetapi, menurut Evita Legowo, Direktur Jendral Minyak dan Gas pada
Kementerian ESDM, pengurangan subsidi minyak tanah yang dihasilkan akan menghemat

Rp35,34 triliun (US$3,9 miliar) (Investor Daily Indonesia, 2011). Paket perdana elpiji dan distribusinya
ditanggung oleh anggaran negara. Pada akhir 2010, Kementerian Keuangan mengeluarkan
Keputusan Menteri tentang penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk-produk tangki
elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah (Kementerian Keuangan, 2010a).

Selain pemberian paket perdana gratis, pemerintah juga menyubsidi harga elpiji 3 kg. Pada 2007,
Kementerian ESDM memperkirakan bahwa biaya produksi satu kilogram elpiji adalah Rp6.700. Harga
subsidi (sebelum pajak) untuk elpiji 3 kg adalah Rp3.500 per kg, yang berarti setiap kilogram elpiji
disubsidi sebesar Rp3.200 (ESDM 2007).

PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA
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Tabel 3 » Perkembangan program konversi minyak tanah ke LPG
(dalam juta kiloliter)

Minyak Tanah 985 841 478 2% 1,69 170
LPG = 051 17 269 306 360

Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.c).

Sejak diterapkannya program konversi, jumlah konsumsi minyak tanah bersubsidi berangsur
menurun. Indonesia berhasil mengurangi jumlah minyak tanah bersubsidi menjadi 1,69 juta kiloliter
pada 2011 dari 9,85 juta kiloliter pada 2007. Pemerintah menyatakan bahwa peralihan secara
kumulatif telah menghemat Rp4b,3 triliun (US$5,2 miliar) sejak 2007 hingga 30 April 2011,

(ESDM, 2012)

1.3.2 Listrik

Pemerintah Indonesia menetapkan tarif listrik untuk seluruh jenis konsumen (contohnya: industri,
hisnis, rumah, dan layanan publik). Besarnya subsidi ditentukan pemerintah setiap tahun dan
didasarkan pada perbedaan antara rata-rata biaya produksi listrik yang diajukan oleh Perusahaan
Listrik Negara (PLN) dan rata-rata tarif listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Rata-rata biaya
produksi listrik didasarkan pada perkiraan komposisi pasokan energi yang dibutuhkan untuk
membangkitkan listrik dan menjalankan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan biaya pasokan,
serta selisih keuntungan untuk PLN.

Tabel 4 » Subsidi listrik di Indonesia 2007-2013 (dalam triliun rupiah)

Subsidi fistrik 33,01 8391 495 5160 90,45 6497

Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.c)
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Subsidi listrik melonjak dari Rp9 triliun (US$0,9 miliar) pacia 2005 menjadi Rp31 triliun (US$3,4 miliar)
pada 2006 karena meningkatnya harga minyak mentah internasional dan konsumsi diesel pada
pembangkitan listrik. Subsidi listrik mencapai puncaknya pada 2011 dengan total Rp90 triliun

(US$9 miliar).

1.3.3 Batubara

Pemerintah Indonesia menyubsidi batubara melalui dua cara: dengan menjamin pasokan kepada
perusahaan listrik negara, atau PLN, dan industri domestik, dan dengan mengatur harga batubara
domestik.

Subsidi batu bara disediakan melalui kebijakan Kewajiban Pasar Domestik (Domesic Market
Obligation), yang menjamin pasokan batubara untuk keperluan pembangkitan listrik dan industri
dalam negeri. Formulasi penghitungan Kewajiban Pasar Domestik ditentukan oleh pemerintah
dengan menimbang jumlah batubara yang dibutuhkan oleh konsumen domestik untuk memenuhi
kebutuhan operasional tahunan mereka.

Kewajiban Pasar Domestik didistribusikan secara proporsional kepada perusahaan-perusahaan batu
bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kontraktor pertambangan batubara yang telah
disetujui oleh pemerintah. Kuota tersebut kemudian dihitung kembali dan ditetapkan setiap
tahunnya dengan jumlah yang mencerminkan perubahan permintaan dan pasokan batu bara pada
saat itu. Sebagai contoh, Kewajiban Pasar Domestik batubara pada 2010 adalah 70 juta ton, dan pada
2011 mencapai 60,15 juta ton (Kontan, 2012).

Selain kebijakan Kewajiban Pasar Domestik, pemerintah juga menetapkan Harga Patokan Batubara
Indonesia. Penetapan harga ini bertujuan untuk mengamankan pasokan batu bara domestik, dan
berfungsi sehagai harga patokan bagi para produsen dan konsumen domestic. Selain itu, penetapan
harga tersebut juga dilakukan guna memaksimalkan pendapatan negara dari sektor batubara. Harga
Patokan Batubara Indonesia ini membuat harga batu bara relatif seragam. Prosedur untuk
menetapkan patokan harga tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2010
tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara. Penentuannya berdasar
pada rumus dan sejumlah ciri yang dapat membuat harga domestik di bawah indeks pasar batu bara
internasional lainnya, seperti Global Coal dan Barlow Jonker'

Konsumen utama hahan bakar batu bara di Indonesia adalah PLN. Perusahaan negara ini
mengkonsumsi lebih dari 80 persen pasokan batu bara domestik atau sekitar 34 juta ton pada 2010,
sedangkan sisanya dikonsumsi oleh industri domestik, seperti baja dan semen.

PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA
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1.3.4 Subsidi minyak dan gas alam sektor hulu

Pemerintah menyediakan sejumlah subsidi untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas
dalam bentuk insentif pajak, pinjaman kredit penanaman modal, dan kewajiban pasar minyak
domestik. Braithwaite et al. (2010) memperkirakan hahwa, pada 2008 saja, produsen minyak dan gas
menerima sekitar Rp2,37 triliun (US$245 juta) dalam bentuk kredit penanaman modal dan insentif
pajak. Selain itu, kilang minyak pertamina diuntungkan dengan pembelian minyak mentah yang
dipasokan ke perusahaan negara tersebut melalui sistem kewajiban pasar domestik minyak dengan
potongan harga yang cukup besar. Subsidi yang diberikan ke Pertamina oleh pemerintah pada 2008
bernilai Rp15 triliun (US$1,55 miliar), yang membuat jumlah total subsidi yang diberikan pemerintah
ke produsen minyak dan gas hulu bernilai sebesar RpT7 triliun (US$1,8 miliar) pada tahun yang sama.
Kajian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi subsidi lainnya. Sayangnya, informasi yang
diperlukan guna mengklarifikasi dan memperkirakan nilai subsidi-subsidi tersebut tidak begitu
hanyak tersedia.
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2. Apakah subsidi energi baik bagi masyarakat Indonesia?

Pemerintah Indonesia menyubsidi BBM dan listrik agar harga energi dapat dijangkau, khususnya
oleh kalangan berpendapatan rendah (Kementerian Keuangan, 2010b). Subsidi energi ditujukan
untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat melalui dua cara. Dampak langsungnya
adalah, dengan mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk BBM, masyarakat akan memiliki sisa
pendapatan yang lebih besar untuk keperluan lain. Sementara itu, dampak tidak langsung
penerapan subsidi energi adalah lebih murahnya biaya barang dan jasa yang dapat dibeli oleh
masyarakat karena subsidi menekan biaya-biaya energi yang harus dikeluarkan produsen,
distributor, dan penyedia layanan.

2.1 Apakah subsidi menguntungkan rakyat miskin?

Data dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat subsidi justru dinikmati
oleh golongan berpendapatan tinggi (golongan atas atau mampu). Karena subsidi bahan bakar
dijalankan berdasarkan hitungan liter, dan tidak didasarkan pada perbedaan penghasilan, maka
kalangan yang paling banyak menggunakan bahan bakarlah yang paling mendapatkan manfaat
paling banyak dari subsidi. Konsumen energi terbesar adalah masyarakat golongan atas dan
masyarakat di daerah perkotaan.

Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009, World Bank (2011)
menunjukkan bahwa keperluan rumah tangga dan pribadi mengkonsumi sepertiga dari total subsidi
BBM. Dua pertiga sisanya tersalur ke penggunaan transportasi komersial dan kegiatan usaha (lihat
Diagram 4). Kajian tersebut juga menemukan bahwa kalangan masyarakat atas yang berpenghasilan
tinggi mengkonsumsi 84 persen bensin bersubsidi, dengan sepersepuluh kalangan terkaya
mengkonsumsi hampir 40 persen dari total BBM bersubsidi. Sebaliknya, sepersepuluh kalangan
termiskin tercatat hanya mengkonsumsi kurang dari 1 persen total BBM bersubsidi. Analisis lebih
mendalam atas data survei sektor rumah-tangga juga menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga
kalangan miskin dan hampir miskin (didefiniskan sebagai sepersepuluh dari lima terhawah) tidak
mengkonsumsi bensin sama sekali.
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Diagram 4 » Konsumsi bahan bakar bersubsidi oleh sektor komersial dan pribadi

10
kelompok
pendapatan

9

Konsumsi
Pengguna pribadi

komersil (oleh rumah
4% tangga)
46%

8

Sumber: World Bank (2011: 27).

Hasil serupa ditemukan dalam kajian lain yang dilakukan oleh Agustina et al. (2008). Kajian tersebut
menemukan bahwa hampir 90 persen subsidi BBM di Indonesia menguntungkan 50 persen kalangan
terkaya (Diagram 5). Pemerintah Indonesia memahami situasi ini. Kementerian Koordinator Ekonomi
pada Mei 2008 menyatakan bahwa 40 persen kalangan terkaya menikmati 70 persen subsidi,
sementara 40 persen kalangan termiskin hanya menikmati 15 persen dari subsidi tersebut
(Mourougane, 2010).
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Diagram 5 » Distribusi subsidi bahan bakar di kalangan masyarakat Indonesia
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Sumber: Agustina et al., 2008.

Apabila kita berbicara tentang distribusi BBM bersubsidi per wilayah, pada 2009 wilayah yang paling
berkembang di Indonesia, Jawa dan Bali, diberikan kuota sebesar 20,38 juta kiloliter atau 55,6 persen
dari total BBM bersubsidi.? Wilayah Sumatera mendapat alokasi sehesar 26,1 persen, sedangkan
gabungan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mendapat alokasi sebesar 16, persen,
dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 0,02 persen.
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Diagram 6 » Alokasi BBM bersubsidi per wilayah
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Sumber: BPH Migas (2009).

2.2 Apakah subsidi energi berdampak positif terhadap
pembangunan ekonomi?

Subsidi BBM dapat mempengaruhi ekonomi melalui heberapa cara. Dampak yang sudah terlihat
adalah beban pada anggaran negara. Selain itu, masih ada pula dampak-dampak penting lain yang
sifatnya lebih sulit untuk diketahui. Dengan merakayasa harga energi supaya lebih murah, subsidi
mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan penggunaan yang tidak efisien. Harga yang lebih
rendah juga mempengaruhi keputusan penanaman modal, karena hal tersebut menghambat
diversifikasi energi dan mengurangi insentif bagi para pemasok energi untuk membangun
infrastruktur baru. Dampak penting ekonomi dari pengadaan subsidi bahan bakar dibahas lebih
lanjut pada bagian berikut.!

2.2.1 Peningkatan impor energi

Konsumsi energi bersubsidi secara berlebihan mengakibatkan peningkatan permintaan BBM impor
dan pengurangan jumlah energi yang diproduksi secara domestik yang ditujukan untuk ekspor. Oleh
karena itu, subsidi dapat merusak keseimbangan neraca pembayaran dan meningkatkan
ketergantungan suatu negara terhadap impor energi (Mourougane, 2010).
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Jurang lebar antara harga BBM bersubsidi dan non-subsidi mendorong konsumen untuk beralih dari
BBM non-subsidi Pertamina, atau “Pertamax” (kadar oktan 92), ke “Premium” (kadar oktan 88).
Pada kuartal pertama 2011, pemerintah melaporkan bahwa penjualan bahan bakar bersubsidi telah
melampaui kuota rata-rata 7 persen, sementara penjualan Pertamax merosot hingga kurang-lehih 11
persen (The Jakarta Post, 2011a; 2011h; Kontan, 2011). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) memperkirakan hahwa kuota 38,5 juta kiloliter Premium pada 2011 akan melebihi hingga 3,5
juta kiloliter (Jakarta Post, 2011c). Kilang minyak Pertamina hanya mampu menghasilkan 10,58 juta
kiloliter Premium per tahun, dan, oleh sehab itu, kebutuhan sisanya harus diimpor untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri (Detik Finance, 2011).

2.2.2 Ketidakstabilan harga minyak dan pembiayaan negara
Diagram 7 » Subsidi BBM dan harga minyak mentah Indonesia
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Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.a), Kementerian Keuangan (n.d.0)

(atatan: Garis biru untuk “LKPP” merujuk pada laporan anggaran negara yang telah diaudit,
sementara untuk “Perubahan” garis biru merujuk pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
Perubahan (APBN-P).
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Subsidi yang besar untuk minyak impor membuat posisi fiskal Indonesia amat rapuh terhadap
perubahan harga energi dunia. Ketika harga minyak internasional naik secara drastis, sebagaimana
terjadi pada 2008, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM - yang dapat mempersulit keadaan
politik dalam negeri dan mengakibatkan inflasi mendadak - atau menaikkan anggaran subsidi, yang
dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian.

Jika pemerintah memilih untuk mempertahankan subsidi pada saat harga minyak sedang tinggi,
pemerintah harus mencari tambahan hutang, atau memotong pengeluaran untuk program lain.
Pasar minyak internasional yang tidak stabil dan ketidakpastian akan kebutuhan pembiayaan
pemerintah dapat menaikkan hiaya pinjaman pemerintah, yang akhirnya akan menambah jumlah
hutang yang harus dibayar di masa mendatang (World Bank, 2011). Memangkas pengeluaran di
bidang infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan juga akan mengakibatkan dampak negatif jangka
panjang terhadap pembangunan dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Mengelola dampak fiskal dari fluktuasi harga minyak dunia adalah tantangan yang dihadapi
pemerintah saat ini. Pada awal 2012, harga minyak mencapai lebih dari US$100 per barel, padahal
anggaran negara pada tahun yang sama menetapkan asumsi harga minyak mentah sebesar US$90
per barel. Saat ini pemerintah menanggung subsidi yang lehih besar dibandingkan apa yang semula
dianggarkan untuk tahun anggaran 2012.

2.2.3 Penanaman modal

Bagi para pemasok energi, seperti fasilitas pengilangan minyak atau pembangkit listrik, harga
rendah yang ditentukan oleh pemerintah sama artinya dengan pengurangan insentif untuk
melakukan penanaman modal baru. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh harga jual energi yang
rendah mengurangi keuntungan para pemasok energi tersebut. Kejadian seperti ini seringkali terjadi
di Indonesia ketika subsidi justru membawa akibat buruk terhadap kondisi keuangan perusahaan
energi milik negara dan kemampuan mereka guna menanamkan modal di bidang infrastruktur
(Mourougane, 2010). Pada 2009, pendapatan penjualan listrik oleh PLN hanya sekitar setengah dari
biaya pasokannya (rata-rata Rp650 per kWh dan Rp1.300 per kWh). Kompensasi yang diterima dari
pemerintah pusat tidak cukup untuk menutup selisih ini. Akibatnya, PLN tidak mampu melakukan
penanaman modal baru, memperluas sambungan listrik di pedesaan, bahkan untuk sekedar
melakukan pemeliharaan standar (Mourougane, 2010). Hal di atas menjelaskan tentang minimnya
pembangunan kapasitas pembangkit listrik dan sering terjadinya pemadaman listrik.
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2.2.4 Persaingan

Harga bahan bakar fosil yang rendah karena direkayasa membuat sumber energi alternatif sulit
untuk bersaing secara komersial. Sumber alternatif ini memang terlihat memiliki kelebihan dari
sudut pandang ekonomi dan lingkungan, namun terpaksa harus kalah karena subsidi yang diberikan
kepada sumber energi pesaingnya. Oleh karena itu, subsidi dapat menghambat perkembangan
teknologi baru yang lebih menjanjikan daripada teknologi yang ada saat ini.

2.2.5 Korupsi dan penyelundupan

Perbedaan harga antara produk bersubsidi dan non-subsidi dapat menciptakan insentif yang kuat
terhadap praktik tidak resmi seperti penyelundupan atau pengalihan bahan bakar kepada pihak
yang seharusnya tidak menerima. Produksi bahan bakar fosil adalah hisnis yang sangat
menguntungkan yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sangat rentan terhadap
penyuapan. Terdapat enam wilayah yang sangat rentan terhadap penyimpangan: rendahnya
pembayaran royalti, pemberian lisensi untuk ekstraksi minyak dan gas, penyimpangan dalam Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), distribusi keuntungan dalam kontrak bagi hasil, dan eksploitasi
kelemahan peraturan dalam skema subsidi baru (GSI, 2010).

Dalam kasus elpiji di Indonesia, perbedaan harga antara elpiji 3 kg bersubsidi dengan elpiji 12 kg non-
subsidi mendorong terjadinya pengoplosan isi tangki 3 kg ke dalam tangki 12 kg. Tanpa proses
pengisian yang benar, tindakan ini amat beresiko dan telah menyebabkan sejumlah ledakan yang
melukai dan membunuh ratusan orang (Kompas, 2010; Kompas, 2011).

Meningkatnya perbedaan harga eceran menyebabkan peningkatan penyelundupan bahan bakar
minyak dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara tidak resmi. BPH Migas melaporkan
bahwa antara 10 hingga 15 persen bahan bakar minyak bersubsidi yang didistribusikan oleh
pemerintah telah dijual secara tidak resmi ke sektor industri, khususnya di berbagai Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dekat dengan wilayah industri dan pertambangan
(Fadillah & Samboh, 2011). Peningkatan penjualan tidak resmi dan penyelundupan bahan bakar ini
menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar bersubsidi.

Pengendalian kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan biaya administratif untuk mencegah,
memantau, dan menindak pelanggaran itu. Dan perlu disadari bahwa beban ongkos tambahan atas
hal tersebut ditanggung oleh semua pembayar pajak.
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2.3 Apa dampak subsidi energi terhadap lingkungan?

Subsidi energi mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan mengurangi insentif untuk efisiensi
energi. Kehiasaan mengkonsumsi bahan bakar fosil secara berlebihan tentunya akan menghasilkan
emisi gas rumah kaca yang lebih besar, polusi udara, dan menipisnya sumber daya alam kita.
Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA - International Energy Agency), pemangkasan
subsidi konsumsi untuk bahan bakar fosil antara 2011 dan 2020 akan mengurangi emisi (0, global
sebanyak 5,8 persen, dibandingkan jika konsumsinya dilanjutkan seperti biasa (IEA, 2010). Sementara
itu, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD - Organization for Economic
Cooperation and Development) memperkirakan bahwa pengurangan emisi dapat mencapai 10
persen pada 2050 jika subsidi yang sama untuk konsumsi bahan bakar fosil dapat dihentikan pada
2020 (IEA et al., 2010). Pencabutan subsidi bahan bakar fosil membuka jalan bagi negara seperti
Indonesia untuk berkontribusi lebih besar terhadap pengurangan gas rumah kaca tanpa harus
menerapkan pajak karbon atau sistem perdagangan emisi. Yusuf, Komarulzaman, Hermawan,
Hartono dan Sjahrir (2010), misalnya, menemukan bahwa penghentian subsidi BBM dan listrik akan
mengurangi tingkat pengeluaran emisi (0, nasional sebanyak 6,71 persen pada 2020 (6,66 persen
dari pencabutan subsidi BBM dan 0,92 persen dari pencabutan subsidi listrik).

Penerapan subsidi juga mengurangi insentif untuk melakukan penanaman modal pada sumber
energi dan teknologi yang lebih bersih dengan cara merekayasa harga konsumen produk bahan
bakar fosil sehingga lehih murah. Melalui cara yang sama, subsidi bahan bakar minyak menghambat
penemuan baru dalam produksi dan penyediaan energi lain yang lebih bersih, seperti elpiji dan
energi terbarukan lainnya, walaupun sebenarnya Indonesia memiliki sumber energi seperti ini dalam
jumlah besar.

Konsekuensi logis konsumsi tinggi bahan bakar fosil
adalah terciptanya emisi gas rumah kaca yang lebih besar,
polusi udara, dan berkurangnya sumber daya alam.
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2.4 Apa rencana pemerintah tentang reformasi subsidi energi?

Pemerintah telah berulang kali menyampaikan recana untuk melakukan pengurangan subsidi BBM,
namun pelaksanaannya sering tertunda. Rencana paling terakhir pemerintah mencakup peningkatan
harga bensin bersubsidi sebesar Rp1.500 (US$0,16) serta pelarangan kendaraan roda empat dan
kendaraan milik pemerintah untuk memakai BBM bersubsidi (Braithwaite, et al., 2012). Namun
penolakan keras masyarakat pada Maret 2012 memaksa pemerintah untuk menunda rencana untuk
menaikkan harga BBM. Rencana pelarangan memakai BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah
sementara ini tetap berjalan. Rencana tersebut berlaku efektif pada Mei 2012 untuk kendaraan
pemerintah di wilayah Jakarta, dan kemudian diperluas ke wilayah Jawa-Bali pada Agustus 2012.

Subsidi BBM diduga akan mengalami peningkatan pada 2013 seiring meningkatnya konsumsi. Pada
16 Agustus 2012, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) alokasi subsici BBM dan listirk sebesar Rp274,75 triliun (US$30 miliar) untuk
tahun anggaran 2013 - sebuah kenaikan sebesar Rp72 triliun (US$7,8 miliar) dari jumlah subsidi yang
dialokasikan sebelumnya untuk tahun anggaran 2012 (Sutianto, 2012).

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mencoba untuk mengurangi subsidi listrik dengan
menaikkan tarif. Pada Juli 2010 pemerintah meningkatkan tarif listrik sebesar rata-rata 18 persen
untuk sebagian besar konsumen PLN, tetapi tidak termasuk 33,6 juta konsumen rumah tangga kecil
dengan sambungan 450 dan 900 Volt-Ampere (VA). Walaupun tarif telah dinaikkan, pada 2010,
subsidi listrik masih melampaui target sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total subsidi mencapai
Rp57,6 triliun (US$6,4 miliar).>

Pada Mei 2011 pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan Tarif Dasar Listrik (TDL)
antara 10 hingga 15 persen pada 2012, dengan penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja
Negara (APBN) yang diharapkan sebesar Rp5 triliun (US$1,65 miliar) (Samboh, 2011h).

Untuk tahun anggaran 2013, pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk meningkatkan tarif listrik
secara bertahap sampai dengan 15 persen hingga akhir tahun yang sama. Kenaikan ini tidak berlaku
untuk kegiatan usaha dan rumah tangga sederhana yang menggunakan listrik pada kisaran 450
sampai 900 VA. Penerapan tarif listrik yang lehih tinggi diharapkan mengurangi subsidi listrik
sebesar Rp13,92 triliun (Pramudatama, 2012).
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Pemerintah juga lebih lanjut mengumumkan perubahan pada model distribusi elpiji 3 kg bersubsidi
dari sistem terbuka yang saat ini saat ini berjalan menjadi sistem tertutup pada 2014. Dalam hal ini,
pemerintah akan memperkenalkan kartu kontrol untuk mengarahkan distribusi elpiji 3 kg secara
lebih tepat kepada keluarga miskin dan usaha kecil. Pembagian kartu kontrol akan didasarkan pada
data yang diberikan oleh pemerintah daerah dan heberapa proyek percontohan pemerintah i
sejumlah daerah, yang proses uji cobanya telah dilaksanakan pada 2009 dan 2010 (Republika, 2010).
tanpa adanya pembatasan subsidi elpiji, pemerintah dapat kembali menghadapi peningkatan beban
biaya setelah program tersebut berakhir.

2.5 Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan jika subsidi
energi dihapuskan?

Sehagaimana telah disebutkan di atas, manfaat subsidi bahan bakar sebenarnya sebagian besar
dinikmati oleh kalangan berpendapatan tinggi, sementara biaya subsidi tersebut harus ditanggung
oleh seluruh pembayar pajak. Akibatnya, subsidi bahan bakar merupakan sebuah kebijakan yang
regresif, yang membuat masyarakat miskin membayar lebih banyak dan menerima manfaat lebih
kecil daripada masyarakat berpendapatan tinggi. Penghentian subsidi akan menghasilkan dampak
ekonomi yang positif dalam jangka panjang secara keseluruhan, termasuk bagi kalangan miskin.

Meskipun demikian, penghentian subsidi juga akan menyebabkan dampak negatif jangka pendek
terhadap sejumlah kalangan. Model ekonomi yang dikembangkan oleh Clements, Jung dan Gupta
(2007), misalnya, menyatakan bahwa pihak yang paling terkena dampak pengurangan subsidi di
Indonesia adalah kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, baik di perkotaan maupun pedesaan,
karena kalangan inilah yang paling banyak mengkonsumsi produk minyak. Kalangan ini
kemungkinan besar akan mengurangi konsumsinya dalam jangka pendek agar dapat beradaptasi
dengan harga BBM yang meningkat. Wikarya (2012) berpendapat hahwa akan terjadi penurunan
dava beli secara keseluruhan di Indonesia karena dampak inflasi dari kenaikan harga barang. Warga
miskin adalah yang paling rentan terhadap perubahan ini, terutama mereka yang hidup dengan atau
di bawah upah minimun regional. Untuk mengurangi dampak buruk dari reformasi subsidi bahan
bakar ini, Wikarya (2012) menyarankan kenaikan harga harus diterapkan secara hertahap dan
didukung oleh pengembangan teknologi ekonomi alternatif.
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Umumnya kalangan yang tinggal di pedesaaan dan berpendapatan rendah mengkonsumsi produk
pertanian dalam jumlah besar, yang harganya tidak terlalu rentan terhadap perubahan pada harga
BBM. Namun demikian, kaum miskin perkotaan terbukti juga rentan terhadap dampak kenaikan
harga bahan bakar (Clement et al., 2007). Hal ini kemungkinan besar karena, jika dibandingkan
dengan kaum miskin pedesaan, kaum miskin perkotaan lebih banyak bergantung pada fasilitas
dasar (seperti listrik), dan kegiatan usaha mereka lebih bersifat padat modal (bergantung pada
mesin yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar).

Dalam jangka yang lebih panjang, harga minyak yang lebih tinggi tidak akan memberikan dampak
negatif kepada kalangan miskin karena hal itu akan dikompensasi oleh manfaat ekonomis dari
pengurangan subsidi, yakni ketahanan fiskal yang lebih baik, peningkatan pengeluaran pemerintah
untuk sektor sosial, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan meningkatnya penanaman modal
(Clement et al., 2007).
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3. Apa yang kita ketahui tentang reformasi subsidi energi

Seperangkat kebijakan telah diterapkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, guna
mempermudah transisi subsidi bahan bakar. Kesempatan yang paling baik untuk melakukan
reformasi (yang dapat didefinisikan sebagai pengurangan jangka panjang dari subsidi dengan
dampak negatif yang minimal untuk warga miskin dan masyarakat secara luas) membutuhkan
strategi menyeluruh yang meliputi beragam kebijakan pendukung peralihan (Laan, Beaton & Presta,
2010). Penelitian mengenai karakter subsidi, bagaimana beban dan keuntungan didistribusikan dan
identifikasi atas kelompok yang paling rentan terhadap dampak pencabutan akan sangat membantu
dalam penyusunan strategi reformasi.

3.1 Mekanisme harga dan struktur pajak

Pengurangan subsidi secara bertahap dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk
menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi. Badan Kerjasama Internasional Jerman (GIZ -
Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit) merekomendaskikan agar pemerintah
menghindari lonjakan harga lebih dari 10 persen pada setiap langkah penyesuaian yang akan
diambil ke depan; Sebagai gantinya, pemerintah seharusnya menerapkan kenaikan-kenaikan kecil
secara teratur (misalnya: bulanan), dengan jangka waktu yang jelas (GIZ, 2011). Namun demikian,
terdapat juga kemungkinan adanya momentum untuk melakukan perubahan lebih cepat. Jatuhnya
harga minyak di paruh kedua 2008 memberikan kesempatan bagi negara-negara di dunia untuk
melakukan reformasi subsidi harga, dan momentum tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa
negara seperti (ina, Ethiopia dan Vietnam (Kojima, 2009).

Pendekatan bertahap juga diperlukan bagi pemerintah untuk mengembangkan mekanisme harga
dan sistem perpajakan energi yang baru, seiring transisi sistem subsidi dari pengaturan harga
dengan penyesuaian yang tidak menentu menuju mekanisme harga yang hekerja secara otomatis,
dan akhirnya menyesuaikan diri dengan harga dunia disertai kontribusi yang cukup di sektor
perpajakan nasional. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengubah kebijakan harga
energi dalam situasi yang lebih terkendali.

Tabel 5 dan 6 merangkum pengalaman internasional akhir-akhir ini terkait mekanisme harga dan
penyesuaian pajak yang telah digunakan untuk mengelola ketidakstabilan harga di beberapa negara.
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Tabel 5 » Beberapa contoh pengalaman internasional dalam penggunaan mekanisme
penentuan harga

Komisi Pembangunan dan
Reformasi Nasional (NDRC,
National Development and
Reform Commission), selaku
pelaksana,
mempertimbangkan
penyesuaian harga apabila
tiga indikator harga minyak
mentah naik melampaui 4
persen dalam kurun waktu 22
hari. NDRC memperhitungkan
pertimbangan politik, sosial,
dan ekonomi. Harga minyak
mentah internasional naik
sebesar 70 persen selama
Januari 2009 dan Oktober
2011, sementara harga BBM
naik sebesar 50 persen.

Pelajaran yang

dapat diambil

Pemerintah seringkali
mempertahankan kontrol
politik atas pengaturan harga
yang bersifat otomatis.

Sumber
Government of China (2008);
Aizhu (2011)

Harga untuk produk minyak
naik sehesar 33 persen dan 76
persen sejak 2005 hingga
Februari 2008 (pada saat
banyak negara secara relatif
telah mencapai
keseimhangan). Harga
dibentuk dengan rumus yang
memakai standar harga
minyak mentah international
(Brent). Pengelolaan
dilakukan oleh sehuah komite
yang terdiri dari perwakilan
tiga kementerian dan
perusahaan pengilangan
minyak negara.

Subsidi untuk bahan bakar
transportasi dihapuskan
secara progresif dalam kurun
waktu 3 tahun.

Baig, Mati, Coady &
Ntamatungiro (2007); Arze del
Granado, Coady & Gillingham
(2010); Ragab (2010)

Pemerintah menetapkan
harga untuk semua jenis
bahan bakar minyak, diesel,
dan parafin berpendar
dengan mekanisme harga
yang menyesuaikan diri
secara otomatis dan
independen, bebas dari
intervensi pemerintah baik
dengan alasan politik,
ekonomi, maupun sosial.

Mekanisme otomatis secara
|uas telah diakui bekerja
dengan baik selama
bertahun-tahun.

Department of Energy (n.d.);
Baig et al. (2007)

Mekanisme harga otomatis
diperkenalkan pada 1998 dan
memperholehkan kilang-
kilang untuk mendapatkan
keuntungan. Pada 2005
secara penuh mengingkuti
harga pasar untuk semua
sektor dan perusahaan
pengilangan dan penyalur
minyak negara. Selisih tingkat
penyaluran naik 60 persen di
dalam 20 bulan setelah
kebijakan tersehut.

Reformasi mekanisme
penentuan harga adalah
faktor sangat penting dalam
penghapusan subsidi, namun
membutuhkan pengawasan
agar hekerja secara efektif.

Oguz (2006); Baig et al. (2007)
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Tabel 6 »» Pegalaman internasional dalam penerapan pajak bahan bakar guna
mengelola ketidakstabilan harga

Pemerintah menstabilkan harga
melalui perusahaan minyak negara
(Petrobras) dan melalui
penyesuaian pajak secara berkala.
Pemerintah mengurangi pajak
dalam rangka menanggulangi
kenaikan harga untuk Petrobras
pada 1 November 2011. Pajak bahan
bakar umumnya ditentukan di
tingkat negara bagian dan hal
tersebut penting bagi pendapatan
daerah.

Pelajaran yang dapat diambil
Pemerintah dapat menyesuaikan
pajak sebagai bagian dari kebijakan
harga. Sektor pendapatan
pemerintah mana yang akan
semakin bertambah adalah
indikator yang penting.

Sumber

MercoPress (2011); Fick (2011); Rapoza
(20); de Sainte Croix (2012); Villela &
Barreix (2003)

3.2 Meredam dampak sosial dan ekonomi

Pemerintah menyikapi
ketidakstabilan harga dari sistem
yang diregulasi yang dialami
konsumen dengan pajak (SIPC0)
yang ditanggung oleh konsumen.
Pajak tersebut tidak
memperhitungkan tingkat
pendapatan dalam jangka
menengah. Besar pajak dihitung
dengan membandingkan rata-rata

2 minggu dengan rata-rata 5 bulan.

Pajak variabel dapat diterapkan
untuk mendekati kepastian harga.
Harga rata-rata selama periode 5-
bulan telah menjadi metodologi
banyak dipakai dan teruji.

OECD (20M)

Pada 2008, China mengambil
kesempatan untuk menaikkan
pajak secara signifikan pada saat
harga minyak internasional jatuh,
secara bersamaan menaikkan pajak
konsumsi untuk produk minyak dan
menghapuskan beberapa tarif dan
biaya penggunaan jalan. Pada 2011,
ada perubahan dari sistem pajak
berbasis volume menjadi

berbasis nilai.

Menurunnya harga minyak dunia
membuka kesempatan untuk
reformasi. Peninjauan atas sistem
pajak secara lebih luas dapat
dilakukan secara bersamaan.

Government of China (2008); Business
Monitor International (2009)

Mengurangi subsidi energi akan membebaskan anggara negara yang seharusnya dapat digunakan

untuk tujuan yang lain. Dengan mengalokasikan dana-dana ini yang secara lebih tepat pada sektor
kesejahteraan sosial dan kegiatan usaha, pemerintah dapat mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk
secara efektif membantu mereka yang lebih membutuhkan.

DI belahan dunia yang lainnya, banyak upaya reformasi yang berfokus pada bagaimana
mengkompensasi kelompok sosial dan usaha, juga untuk meredam dampak kemungkinan inflasi
dari pelaksanaan reformasi subsidi (lihat Tabel 7 dan 8).
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Tabel 7 » Pengalaman internasional terkait program kompensasi sosial dan ekonomi

Saat harga minyak dinaikkan
di Ghana pada 2005,
pemerintah menyediakan
serangkaian skema
kompensasi. Skema tersebut
meliputi penghapusan biaya
pendidikan untuk sekolah
dasar dan menengah
pertama, meningkatkan
jumlah bus, menetapkan
patokan maksimum untuk
ongkos transportasi umum,
menyalurkan dana tambahan
untuk program kesehatan di
daerah miskin, menaikkan
upah minimum harian,
melaksanakan program
elektrifikasi pedesaan, dan
pembelian peralatan dasar
untuk pekerja.

Pelajaran yang dapat diambil
Sebuah paket kebijakan
komprehensif yang dibuat
berdasarkan kapasitas yang
dimiliki dapat disertakan
untuk meredam dampak
sosial dan ekonomi.

Sumber

Coady et al., (2006); Ghana Weh
(2005); International Monetary
Fund (2006) as quoted in Laan,
Beaton & Presta (2010)

Keprihatinan pemerintah
mengenai dampak kenaikan
harga bahan bakar terhadap
(unia usaha telah
mendorong adanya analisis
sistematis atas 12.000
perusahaan. Pemerintah
merencanakan pemberian
kompensasi kepada
beherapa sektor terpilih, yang
berbentuk, di antaranya:
bantuan keuangan langsung
dan bahan bakar murah
untuk jangka waktu tertentu;
pinjaman lunak bagi yang
menggunakan teknologi
ramah lingkungan; beberapa
jenis bantuan pinjaman;
pengurangan tarif
admnistrasi pemerintah dan
pajak; dan tunjangan ekspor.
Akan tetapi, beberapa dari
Ukuran ini tidak
diimplementasikan.

Dampak terhadap dunia
usaha dan pertanian
seringkali lebih menjadi
perhatian pemerintah.
Program peredam khusus
dapat dirancang dan
diterapkan.

Guillaume, Zytek, & Farzin
(201); Hassanzadeh (2012)

Paket kompensasi sebesar 7
persen dari PDB diluncurkan
dalam periode 2005-2008.
Program-program tersebut
meliputi: bonus untuk
pegawai pemerintah level
rendah; bantuan langsung
tunai untuk karyawan non-
pemerintah dan pensiunan;
peninkatan subsidi pangan
dan melanjutkan subsidi
listrik; proyek untuk
mengatasi pengangguran
dan kemiskinan.
Penghapusan subsidi diawali
dengan melakukan
kampanye media yang
gencar.

Perusahaan negara dan
penyerapan tenaga kerja
dapat menjadi kompensasi.
Kampanye komunikasi dan
media meningkatkan
peluang pelaksanaan dan
keberlanjutan reformasi.

Arze del Granado, Coady, &
Gillingham (2010); World Bank
(2010)

Pemerintah meningkatkan
harga BBM pada 2008
sebagai respon dari kenaikan
harga minyak dunia.
Penyaluran dana tunai
disediakan pada nelayan dan
pemilik kapal untuk
mengkompensasi kenaikan
harga BBM. Potongan harga
juga diberikan pada pemilik
kendaraan privat dan
kendaraan kecil.

Pemerintah memiliki pilihan
dalam menentukan
kompensasi. Kompensasi
yang sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan ataukah
yang dinilai penting secara
politik.

Kojima (2011)
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Tabel 8 » Pengalaman internasional dalam penggunaan kebijakan yang dapat
mengurangi dampak inflasi

Kenaikan harga BBM dii Cina di 2008
dilaksanakan pada saat harga
minyak menurun. Paca 2010
pemerintah tidak melakukan hal
yang sama terhadap tarif bus,
kereta, dan pesawat udara. Harga
tidak sepenuhnya disesuaikan
dengan kenaikan harga BBM dunia
pada 2010 dan 2011. Kerugian besar
dialami kilang-kilang minyak
pemerintah, dan beberapa kilang
independen mengurangi produksi,
sehingga terjadii kelangkaan dan
penimbunan.

Pelajaran yang dapat diambil
Pemerintah dapat mengendalikan
inflasi dengan mengintervensi
harga akhir dari barang dan jasa,
tetapi pemasok dapat mengalami
kerugian dan/atau pasokan akan
berkurang.

Sumber

Government of China (2008); China
Daily (2010); Invest in China (2010);
Reuters (201); Bloomberg (2011)

[ran meningkatkan harga energi
beberapa kali lipat pada akhir 2010.
Pemerintah Iran sangat prihatin
terhadap kondisi inflasi dan
melakukan berbagai instrumen
ekonomi dan pasar, di antaranya:
melakukan apreasiasi terhadap Rial,
menimbun barang-harang untuk
keperluan sehari-hari dan
mendistribusikan bahan pokok
kepada publik. Rentang waktu
untuk reformasi di saat inflasi
sedang rendah (pada pengalaman
Iran terjadi sekitar November-
Desember).

Meskipun mungkin tidak cukup
untuk meredam dampak inflasi,
sebenarnya tersedia berbagai
pilihan kebijakan untuk mengurangi
tekanan inflasi.

Guillaume, Zytek & Farzin (201);
Nasseri (2012); Bozorgmehr (2012)

Pemerintah memperkenalkan
transportasi gratis untuk bus non-
AC dan kereta kelas ketiga sehagai
bagian dari program untuk
membantu rumah tangga miskin.
Penurunan tarif transportasi publik
ini membantu dalam meredam
dampak reformasi.

Pemerintah dapat melakukan
intervensi yang sangat terbatas
untuk meredam dampak inflasi.

Fernquest (201)
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Pada 2005 dan 2008 pemerintah Indonesia menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk
meredam penolakan terhadap naiknya harga BBM, dan membantu keluarga miskin untuk
menyesuaikan diri dengan harga energi yang lebih tinggi. Program ini berbentuk pembayaran uang
tunai sebanyak Rp300.000 (US$30) yang diberikan secara langsung pada keluarga miskin

(Widjaja, 2009).

Dalam pembahasan mereka mengenai kebijakan BLT di atas, Beaton dan Lontoh (2010) berpendapat
hahwa kebijakan tersebut cukup berhasil dalam membantu masyarakat miskin dan meredam
penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Menurut berbagai kajian yang dilakukan terhadap program
BLT 2005, masalah terkait dengan salah sasaran dapat dikatakan rendah, dan sebagian hesar
kalangan yang berhak menerimanya benar-benar menerima dana yang dijanjikan (Hastuti et

al., 2006).

Akan tetapi, sejumlah masalah tetap menyelubungi program ini. Misalnya, selain ditemukan adanya
dana yang digelapkan dan ada juga pihak yang berhak namun tidak mendapatkan dana tersehut,
yang pada akhimya menyebabkan kegelisahan sosial (Cameron dan Shah, 2011). Mereka yang tidak
mendapatkan dana yang dijanjikan menyalurkan rasa kemarahan mereka kepada panitia lokal, yang
berakhir dengan terjadinya sejumlah kasus kekerasan dan pengunduran diri sejumlah pejabat desa.
Oleh karena itu, penyelenggaraan program BLT di masa depan harus belajar dari pengalaman-
pengalaman sehelumnya, termasuk kebutuhan untuk memilih sasaran bantuan dengan lebih baik,
pengawasan yang lebih kuat, dan dukungan yang lebih besar kepada para pejabat desa.

Pilihan terbaik untuk kebijakan pendukung peralihan akan berbeda dari satu negara ke negara yang
lain, bergantung pada kapasitas administratif serta cakupan layanan yang tersedia di negara yang
bersangkutan. Bantuan tunai yang terarah mengharuskan teridentifikasinya kalangan miskin yang
berhak menerima program bantuan tersebut. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan adanya
mekanisme pemberian dana tunai. Tabel 9 membandingkan elemen kunci antara program BLT di
Indonesia dengan program serupa di negara lain.

PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA
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Tabel 9 »» Pengalaman internasional tentang pengelolaan penyaluran dana tunai

|dentifikasi dan targeting

Jumlah dan frekuensi transfer

+ Sebuah “proxy means test”  + Penyaluran bersifat
dilakukan untuk universal sehingga tidak
mengidentifikasi penerima diperlukan targeting.
manfaat. + Pada awalnya, ada rencana

+ Kemajuan terjadi pada saat untuk mengumpulkan data
penyaluran pertama pendapatan rumah tangga,
dilakukan. tetapi kegiatan tersebut

+ Kasus-kasus salah target dianggap tidak
dilaporakan terjadi selama memungkinkan untuk
program berjalan. dilaksanakan.

+ Kesalahan (errors) tipe | dan
tipe Il dilaporkan terjadi.

+ Biaya program mencapai + Peraturan tentang
US$2,3 miliar (tidak Reformasi menetapkan
termasuk biaya organisasi setidaknya 50 persen
danadministrasi), sekitar25 ~ penghematan dari
persen berasal dari dana pencabutan subsidi
yang dihemat dari digunakan untuk
pengurangan subsidi. mengkompensasi kenaikan

+ Dasar pemikiran yang harga yang dialami rumah
melatarbelakangi besaran tangga.
jumlah bantuan tidak jelas.  * Presiden memilih untuk

membayar US$37 per bulan
(jumlah ini dua kali lebih
besar daripada yang

disetujui parlemen).

* Program ini awalnya hanya
digulirkan di daerah miskin,
lingkupnya kemudian
diperluas secara bertahap.

+ Menggunakan data sensus
sosial-ekonomi dan “proxy
means test” untuk
menentukan target
penerima bantuan.

+ Besarnya dana yang
disalurkan bervariasi
tergatung status rumah
tangga penerima.

+ Penyaluran dilakukan setiap
dua bulan.

+ Komponen energi
ditambahkan dalam skema
pada 2007 sebesar US$4,60,
yang senilai dengan 18,4
persen dari pengaluaran
energi dari penerima
program Oportunidades.

Bersambung
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Tabel 9 » Pengalaman internasional tentang pengelolaan penyaluran dana tunai (bersambung)

Mekanisme penyampaian

Pengawasan dan evaluasi

Sumber

+ Kartu kompensasi energi
dibagaikan untuk
mengindentifikasi target
penerima bantuan.

* Pembayaran dilakukan
dalam dua tahap (pada
Oktober 2005 dan Januari
2006). Pada 2008, bantuan
untuk 7 bulan juga
disalurkan dalam dua tahap
(Juni-Agustus dan
September-Desember).

+ Penyaluran dana dilakukan
secara langsung atau
melalui tokoh/pemimpin
komunitas.

+ Kantor pos digunakan

untuk menyampaikan dana.

+ Penilaian cepat dilakukan
pada 2005 dan 2008

+ Ada laporan tentang kasus-
kasus penyelewengan dana
kepada pihak yang tidak
semestinya.

+ Tidlak ada unit yang dibuat
khusus untuk menampung
keluhan masyarakat.

ASEAN (n.d.); Bacon & Kojima
(2006); Cameron & Shah (2011);
Hastuti, et al., (2006); Satriana
(n.d.); Widjaja (2009);
Kementerian Sosial (2008).

+ Dana kompensasi
disalurkan secara langsung
ke rekening-rekening bank
yang dibuat secara khusus.

* Jumlah uang yang
disalurkan oleh pemerintah
dibekukan hingga tanggal
terjadinya kenaikan harga.

* Infrastruktur perbankan
diperluas dan ditingkatkan
untuk melayani penyaluran
dana.

+ Tidak ada model resmi yang
dijalankan, namun
sepertinya ada upaya
proaktif dari pemerintah
untuk menanggulangi
masalah pada saat masalah
tersebut timbul.

Guillaume, Zytek & Farzin (201);
Bozorgmehr (2012)

» Penyaluran dana awalnya
dilakukan dengan uang
tunai melalui pusat-pusat
penyaluran khusus. Hal ini
berubah sejak 2003,
digantikan dengan kartu
debit.

+ Penyaluran dana disalurkan
kepada anggota
perempuan di dalam
keluarga.

+ Adanya protokol evaluasi
independen atas dampak di
dalam program
Oportunidades.

+ Peninjauan cepat dilakukan
pada setiap tahapan kundi.

Angelucci & Attanasio (2006);
Government of Mexico (2010);
Nifio-Zarazta (2010); Visa (n.d);
World Bank (2010)
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Program BLT di Indonesia merupaka bagian dari serangkaian kebijakan jangka pendek yang disebut
sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program-
program ini memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak dengan meningkatkan
pembiayaan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan (Beaton dan Lontoh,
2010). Lihat Tabel 10 untuk rangkuman program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung
reformasi subsidi BBM pada 2003, 2005, dan 2008.

Table 10 » Program pendukung terkait penguragan subsidi di Indonesia

Sektor/Program 1.Bantuan berasuntuk 1. Pendidikan (B0Sdan 1. Beras untuk rumah

rumah tangga miskin; ~ BKM); tangga miskin;

2. Kesehatan; 2. Kesehatan; 2. Bantuan tunai (BLT);

3. Sosial; 3. Infrastruktur 3. Tambahan subsidi

4, Pendiicikan; perdesaan; bunga untuk Kredit

5. Agama: 4. Subsidi Langsung Usaha Rakyat;

6. Transportasi Tunai (BLT) 4, Dukungan biaya

7 hir pendidikan anak

T . untuk keluarga PNS,

8. Usaha kedil tentara, dan polisi

9. Pemberdayaan berpangkat rendah.
masyarakat pesisir;

10. Pengangguran;
1. Kontrasepsi.
Jumlah dana Rp4,43 triliun Rp18,14 triliun Rp19,3 triliun*

Sumber: Tempo (2003), BPKP (n.d.), Kementerian ESDM (2008).
* Jumlah ini tidak termasuk dana untuk tunjangan biaya pendidikan, sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Pengorganisasian dan pelaksanaan program kompensasi secara efektif adalah sebuah tantangan.
Faktor utama dalam penyelenggaraan program kompensasi yang efektif adalah: penentuan sasaran
yang baik (atau menentukan kelompok dan individu yang akan disertakan dalam program),
pengawasan yang kuat, dan dukungan dari lembaga negara dan komunitas setempat. Program
kompensasi dapat menjadi rentan terhadap ketidakefisienan dan korupsi, oleh karena itu mekanisme
keterhukaan dan pertanggungjawaban dalam program merupakan faktor-faktor yang sangat penting.
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3.3 Membangun startegi reformasi

Pilihan langkah yang ditempuh untuk menghapuskan subsidi dapat mempermudah peralihan ke
harga pasar dan membangun dukungan publik terhadap usaha reformasi tersebut. Praktik yang baik
biasanya mencakup tata kelola, komunikasi, dan pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
program, yang semuanya merupakan elemen-elemen penting dalam penerapan strategi.

3.3.1Tata kelola

Tata kelola yang baik penting untuk reformasi subsidi energi. Tanpa adanya tata kelola yang baik, klaim
bahwa pengeluaran subsidi akan dikembalikan secara adil dan berimbang akan menjadi kurang kredibel.
Pendukung reformasi subsidi seharusnya turut mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan tata kelola
energi dan pemerintahan secara umum. Pada saat yang bersamaan, meningkatkan kualitas tata kelola
dapat menjadi sebuah proses yang memakan waktu, tahunan atau hahkan hingga puluhan tahun. Jika
kita mempertimbangkan limbah dan ketidakefisiensian yang terkait subsidi, menunggu hingga masalah
tata kelola diselesaikan terlebih dahulu sebelum reformasi subsidi dilaksanakan menjadi sesuatu yang
tidak praktis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa beberapa langkah jangka pendek dapat
diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas dan menutup peluang terjadinya korupsi.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan publik termasuk merupakan elemen kunci dalam
penerapan strategi reformasi yang efektif. Jika pemangku kepentingan terlibat dalam proses
pengambilan keputusan sejak awal, kecemasan mengenai pelaksanaan reformasi subsidi dapat
diketahui dan dijawab sejak dini. Konsultasi juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi subsidi.

Pelaksanaan proses reformasi secara bertahap dan kompensasi yang cermat dapat meningkatkan
kredibilitas rencana reformasi subsidi secara signifikan. Ketika Iran melakukan reformasi subsidi pada
2010, kompensasi diberikan kepada sekitar 80 persen dari penduduknya. Kompensasi tersebut
disalurkan ke rekening-rekening hank yang dibuat sebulan sebelum inisiatif reformasi tersebut
dilaksanakan. Warga masyarakat dapat melihat jumlah uang yang masuk di rekening mereka meskipun
akses atas uang tersebut dibekukan hingga pada hari reformasi subsidi dimulai (Guillaume, Zytek &
Farzin, 2011). Dengan mengorganisasi proses pemberian kompensasi secara baik sebelum kenaikan
harga terjadi, pemerintah Iran dengan mudah menunjukkan bukti nyata bahwa janji pemerintah untuk
menangani dampak-dampak reformasi akan ditepati.

Keterbukaan adalah hal terakhir yang menjadi kunci dalam peningkatan kredibilitas pelaksanaan reformasi
subsidi dan mengurangi korupsi. Adanya informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kebijakan
reformasi subsidi dan program kompensasi terkait akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
mengamati dan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai tujuannya.
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3.3.2 Komunikasi

Penyebaran informasi adalah hal penting dari semua strategi reformasi subsidi. Sebagai contoh, pada
2005, pemerintah melancarkan kampanye publik bersamaan dengan pemberian bantuan tunai dan
pengeluaran sosial sebagai cara untuk membangun dukungan masyarakat terhadap usaha reformasi
tersebut. Tidak seperti sebelumnya, peningkatan harga bahan bakar pada 2005 nyatanya tidak
disertai dengan sikap penolakan yang berarti dari masyarakat (Beaton dan Lontoh, 2010).

Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan harga BBM dapat didorong secara
teratur dengan cara menerbitkan informasi, seperti survei harga, perhandingan harga domestik dan
internasional, daftar harga terdahulu hingga harga saat ini, serta komposisi dari setiap produk
minyak bumi utama (seperti harga impor, pengilangan, serta biaya distribusi dan pajak) (Kojima,
2009). Selain itu, pemerintah juga harus mendorong persaingan di sektor eceran dengan
mewajibkan SPBU untuk memasang daftar harga pada papan pengumuman.

Kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik akan membantu masyarakat untuk memahami
mengapa reformasi diperlukan dan bagaimana uang mereka dapat dialihkan untuk membiayai
layanan lain, atau dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pajak yang lebih rendah.

Pada 2012, pemerintah Indonesia membentuk sebuah tim lintas departmen yang diberi nama Tim
Nasional Penghematan Pengendalian Penggunaan BBM. Tim ini ditugaskan untuk melakukan
pengelolaan strategis dan memantau pelaksanaan reformasi BBM, termasuk mengelola penyampaian
informasi kepada masyarakat. Pada waktu itu, pemerintah menggunakan heragam sarana untuk
menyampaikan pesan kepada masyarakat, dari memasang spanduk di tempat pengisian BBM, iklan di
media cetak, serta acara radio dan televisi. Pesan utama yang ingin disampaikan pemerintah adalah
subsidi BBM seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin. Pemerintah juga menyertakan informasi
mengenai program kompensasi yang menyertai reformasi subsici BBM.

3.3.3 Pengawasan dan penyesuaian

Pengawasan dan penyesuaian secara terus-menerus terhadap jalannya penyelenggaran reformasi
subsidi diperlukan guna menilai apakah kebijakan yang telah dilakukan berjalan efektif. Selain itu,
pengawasan dan penyesuaian juga penting guna mengetahui kemungkinan adanya konsekuensi
negatif yang mungkin saja muncul di tengah penerapan kebijakan reformasi subsidi, dan
pemberlakuan penyesuaian kebijakan dari waktu ke waktu (Laan, Beaton & Presta, 2010). Kebijakan
bantuan yang bersifat sementara juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan
bahwa hantuan yang diberikan mencapai kelompok sasaran, dan tidak berlanjut terfalu lama hingga
terlanjur mengakar kuat.
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3.4 Kesimpulan

Pengadaan subsidi bahan bakar di Indonesia awalnya dilakukan guna membuat energi lebih terjangkau
bagi masyarakat, khususnya kalangan miskin. Namun demikian, banyak bukti menunjukkan bahwa
sebagian besar subsidi tersebut - yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp137 triliun (US$15 miliar) untuk
BBM dan Rp65 triliun (US$7 miliar) pada 2012 - justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu.
Selain itu, penerapan subsidi seperti ini juga dapat mempengaruhi pasokan energi dan pembangunan
ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan subidi energi tidak saja cenderung mengurangi pembiayaan
pemerintah untuk penanaman modal di bidang infrastruktur energi (baik terhadap teknologi yang ada
saat ini, maupun teknologi yang tengah dikembangkan), tetapi juga membebani sumber daya
pemerintah, dan menurunkan daya saing internasional Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia menyadari masalah ini dengan baik, dan telah beberapa kali melakukan
sejumlah upaya untuk mencabut subsidi. Pemerintah juga memahami adanya berbagai kebijakan
yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat melewati masa peralihan, dan telah
menerapkan sebagian kebijakan tersebut. Jadi, apa yang salah dan apakah masih ada harapan untuk
menjalankan reformasi ini ke depan?

Pemerintah telah meraih sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan harga energi melalui
penggunaan kebijakan peralihan seperti BLT, pengeluaran untuk sektor sosial, penyebaran informasi,
dan peningkatan transparansi. Namun demikian, pengurangan subsidi kemudian terganggu oleh
peningkatan harga minyak internasional.

Strategi reformasi yang lebih menyeluruh akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih besar.
Hal ini biasanya mencakup, antara lain: penelitian untuk mengidentifikasi pihak yang diuntungkan
dan dirugikan dari inisiatif reformasi tersebut, kampanye untuk membangun dukungan publik,
kebijakan paket bantuan yang dirancang dan ditargetkan secara cermat, pencabutan subsidi secara
hertahap dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dan struktur tata kelola yang baik untuk
mengawasi pasar energi yang semakin terbuka.

Bahkan setelah reformasi berjalan sukses sekalipun, subsidi akan terus menjadi kebijakan politik yang
populer pada masa tingginya harga minyak, dan, tentunya, kebijakan yang bisa mendapatkan suara
rakyat dalam skala hesar akan amat menggoda bagi para politisi. Pemerintah Indonesia harus
menciptakan suatu rencana guna menolong masyarakat yang rentan tanpa harus menerapkan subsidi.
Rakyat Indonesia akan memerlukan waktu untuk heradaptasi dengan pasar energi yang lebih terbuka,
namun patut disadari bahwa masyarakat juga akan mendapat manfaat dari proses ini melalui
penguatan sistem perekonomian, serta lebih hanyaknya bantuan yang dapat diberikan kepada rakyat
miskin, yang pada akhirnya, akan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi bagi semua pihak.
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4. Catatan akhir

TRumus harga hatubara Indonesia mengacu kepada dua indeks hatubara Indonesia yaitu Indeks
Batubara Indnesia (ICl) dan Platts, dan dua indeks Australia yaitu NEX dan Global Coal. Keempat indeks
harga tersebut dirata-rata pada nilai kalori yang sama untuk menghasilkan Harga Patokan Batubara.
Harga Patokan Batubara kemudian digunakan untuk menjadi acuan harga bagi setiap tambang
batubara.

2Yang dimaksud alokasi BBM bersubsidi dalam paragraf ini adalah Premium/Bio-Premium, Solar/Bio-
Soar dan Minyak Tanah (di luar LPG).

$Bagian ini disarikan dari makalah OECD yang disusun oleh Mourougane (2010).

*Kementerian ESDM memperkirakan bahwa subsidi listrik pada 2010 akan mencapai Rp62,8 triliun,
sekitar Rpb,2 triliun lebih tingai dari perkiraan Kementerian Keuangan. Namun demikian, subsidi yang
sebenarnya disalurkan hanya dapat diketahui setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan
atas pengeluaran negara. (Alfian & Fadillah, 2011).
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Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (|ISD)

International Institute for Sustainable Development (IISD) meluncurkan Global Subsidies Initiative (GSI) pada bulan Desember 2005 untuk
mengangkat isu terkait subsidi - penggunaan uang publik untuk kepentingan swasta - dan bagaimana hal tersebut menghambat
perekonomian dunia menuju pembangunan berkelanjutan. Subsidi adalah instrumen yang amat kuat karena kebijakan ini diapat
memainkan peran penting untuk memastikan keterjangkauan barang pubik yang tanpa disubsidi akan sulit terjangkau. Akan tetapi, subsidi
juga dapat diselewengkan. Kepentingan para pelobi dan ambisi pemilu para pemegang jabatan dapat membajak kebijakan publik. Oleh
karena itu, GSI mulai dari satu dasar pikiran bahwa transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi dasar setiap program subsidi.

Masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena, meskipun subsidi adalah instrumen sah kebijakan publik, kemanjuran
subsidi - kemampuannya untuk mencapai tujuan — masih harus dibuktikan. Apa yang sering terjadi adalah konsekuensi yang muncul
kerap tidak diharapkan dan diperkirakan sebelumnya, sehingga manfaat kebijakan subsidi tidak mampu mencapai potensinya.
Sementara itu, warga negara yang membayar pajak tetap tidak memahami kenyataan yang berkembang mengenai subsidi.

Ketika subsidi menjadi penyehab utama munculnya sistem perdagangan yang tidak adil dan akar perusakan lingkungan, pertanyaan
yang perlu diangkat adalah: apakah ini cara yang diinginkan para pembayar pajak untuk menghabiskan uang mereka? Dan apakah
mereka perlu, melalui pajak yang mereka bayarkan, mendukung hasil yang tidak produktif semacam ini? Penghapusan subsidi yang
salah sasaran dan merusak dapat menghemat dana pemerintah dan memungkinkan alokasi dana tersebut ke hal-hal yang lebih
bermanfaat. Tantangan GSI kepada para pendukung subsidi adalah mereka harus dapat membuktikan bahwa subsidi dapat berdampak
positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi secara berkelanjutan - dan harus pula menjamin bahwa semua hal tersebut tidak
mengganggu peluang pembangunan para produsen termiskin di dunia.

Untuk mendukung semua hal ini, GSI bekerjasama dengan jejaring mitra peneliti dan media yang semakin berkembang untuk
menjelaskan dampak buruk dan baik dari penerapan kebijakan subsidi; mendorong adanya perdehatan dan kesadaran publik tentang
pilinan apa saja yang sebenarnya masih tersedia; dan membantu memberikan para pembuat kebijakan dengan alat kebijakan yang
dibutuhkan guna menjamin hasil yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat dan bumi kita.

www.globalsubsidies.org

@Sl adalah sebuah inisiatif dari 11SD. Dibentuk pada 1990, 1ISD merupakan sebuah organisasi nirlaba yang dijalankan oleh tim yang terdiiri
dari 150 orang dengan beragam latar-belakang dan berlokasi di lebih dari 30 negara. GSI berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan
bekerjasama dengan banyak mitra di berbagai belahan dunia. Donatur utama GSI termasuk pemerintah Denmark, Belanda, Selandia
Baru, Norwegia, Swedia, dan Britania Raya. William and Flora Hewlett Foundation juga turut berkontribusi dalam mendanai penelitian
dan kegiatan komunikasi GSI.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kontak Kerryn Lang di alamat surat elektronik: klang@iisd.org atau info@globalsubsidies.org
+41.22.917.8920

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mempromosikan pemanfaatan
sumberdaya alam yang berkeadilan untuk pembangunan manusia. IESR dirancang sebagai sebuah lembaga pemikir untuk
mempromosikan kebijakan publik, alternatif dalam rangka mendorong terpenuhinya kepentingan publik, serta memperkuat tata
kelola dalam isu energi, ketenagalistrikan, perubahan iklim, dan industri ekstraktif, dengan tujuan untuk memastikan agar
sumberdaya alam dipergunakan untuk memberikan manfaat publik yang sebesar-hesarnya, tanpa mengorbankan daya dukung
lingkungan dan keadilan sosial. IESR menggabungkan kajian dan penelitian, dengan intervensi aktif untuk terjadinya perubahan
kebijakan dan regulasi, kampanye publik, dan pengemhangan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil.

Alamat: JI. Mampang Prapatan VIII No. R-13 Jakarta, 12790, Indonesia. Tel: +62-21-71992945 Fax: +62-21-71996160
Email: iesr@iesr.or.id Website: www.iesr-indonesia.org
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